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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui penguatan ekonomi syariah di Indonesia. Penguatan tersebut menjadi urgensi struktural di tengah tantangan ketimpangan pendapatan, kemiskinan, keterbatasan fiskal negara berkembang, dan kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif–analitis dengan studi pustaka yang mengintegrasikan regulasi, data empiris, serta literatur akademik terkait ekonomi syariah, filsafat keadilan sosial (Al-Fārābī, Ibn Khaldun, Rawls), dan maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran strategis sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dan akselerator dalam membangun ekosistem syariah. Kinerja ini didukung oleh pertumbuhan aset perbankan syariah yang mencapai 9,88% pada 2024 dan pembiayaan yang tumbuh 9,92% secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Namun, penelitian ini mengidentifikasi dua tantangan kritis: (1) Optimalisasi wakaf produktif masih terhambat oleh kurangnya integrasi dengan kerangka insentif fiskal, meskipun wakaf berperan sebagai pelengkap mekanisme pajak dalam mengurangi ketimpangan; dan (2) Inkonsistensi alokasi dana Green Sukuk yang hampir nihil pada sektor energi terbarukan, melemahkan klaim negara sebagai katalisator transisi energi dan pelanggaran terhadap prinsip Ḥifẓ al-Bī’ah. Analisis filosofis menegaskan bahwa peran negara selaras dengan Difference Principle John Rawls dan tujuan maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjaga harta dan jiwa, yang secara operasional diikat oleh prinsip Good Governance Business Sharia (GGBS). Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi kebijakan negara harus lebih strategis, khususnya dalam harmonisasi fiskal wakaf dan reorientasi alokasi green finance, untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
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ABSTRACT
This study aims to analyse the role of the state in achieving economic welfare through the strengthening of the Islamic economy in Indonesia. This strengthening is a structural urgency amid challenges of income inequality, poverty, fiscal constraints in developing countries, and the need for a more equitable and sustainable economic system. The research method uses a descriptive-analytical qualitative approach with a literature study that integrates regulations, empirical data, and academic literature related to Islamic economics, social justice philosophy (Al-Fārābī, Ibn Khaldun, Rawls), and maqāṣid al-sharī‘ah. The results of the study show that the state has a strategic role as a regulator, facilitator, catalyst, and accelerator in building a sharia ecosystem. This performance is supported by the growth of sharia banking assets, which reached 9.88% in 2024, and financing, which grew 9.92% year-on-year (YoY). However, this study identifies two critical challenges: (1) The optimisation of productive waqf is still hampered by a lack of integration with the fiscal incentive framework, even though waqf plays a complementary role to the tax mechanism in reducing inequality; and (2) The inconsistency of Green Sukuk fund allocation, which is almost non-existent in the renewable energy sector, weakens the state's claim as a catalyst for energy transition and violates the principle of Ḥifẓ al-Bī’ah. Philosophical analysis confirms that the role of the state is in line with John Rawls' Difference Principle and the objectives of maqāṣid al-sharī‘ah in protecting property and life, which are operationally bound by the principles of Good Governance Business Sharia (GGBS). This study concludes that the synergy of state policies must be more strategic, particularly in the fiscal harmonisation of waqf and the reorientation of green finance allocation, to achieve fair, inclusive, and sustainable economic welfare.
Keywords: role of the state, sharia economy, welfare, social justice, maqāṣid al-sharī‘ah, Green Sukuk, productive waqf.

A. PENDAHULUAN
Urgensi peran negara dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia semakin menguat seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem ekonomi yang lebih stabil, inklusif, dan berkeadilan (Djati & Rosadi, 2025). Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah sebagai arsitektur ekonomi nasional yang mendukung kesejahteraan masyarakat (Dahlan, 2021). Namun, potensi ini dibayangi oleh tantangan struktural yang mendesak. Masalah ketimpangan distribusi masih menjadi penghalang utama kesejahteraan, terbukti dari rasio Gini Indonesia yang tercatat pada 0.375 per Maret 2025, dengan disparitas signifikan antara perkotaan (0.395) dan pedesaan (0.299) (Isro, 2025). Disparitas ini menunjukkan keterbatasan pendekatan ekonomi konvensional dalam memastikan pemerataan peluang ekonomi (Ferreira et al., 2022). Selain itu, keterbatasan fiskal yang dihadapi negara berkembang, dengan rata-rata beban utang di pasar negara berkembang mencapai 57% dari PDB (Produk Domestik Bruto) pada tahun 2023, semakin mempersempit ruang kebijakan bagi pemerintah untuk membiayai program kesejahteraan sosial dan perlindungan publik secara konvensional (Isro, 2025; Pearlman, 2023).
Kondisi struktural tersebut secara implisit menjustifikasi kebutuhan mendesak akan mekanisme pendanaan alternatif yang berbasis nilai, terlepas dari tekanan fiskal konvensional (Ostry et al., 2014). Ekonomi syariah menawarkan kerangka nilai yang menekankan keseimbangan, keadilan (‘adl), dan kemaslahatan (maṣlaḥah) melalui maqāṣid al-sharī‘ah, sehingga diposisikan sebagai instrumen yang kuat dalam mendorong kesejahteraan sosial dan mengatasi ketimpangan (Muhammad Sholihin & Hafas Furqani, 2020; Vidiati, 2012). Peran negara dalam menegakkan keadilan ini bukan hanya mandat politik, tetapi sejalan dengan mandat Ilahiah dalam QS. An-Naḥl ayat 90:إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..."  Instrument-instrumen seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) produktif, serta pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis akad syariah, memberikan kontribusi nyata terhadap distribusi kekayaan dan pengurangan risiko ekonomi spekulatif (Judijanto & Rusdi, 2025; Otoritas Jasa Keuangan, 2024a).
Komitmen negara terhadap ekonomi syariah diperkuat melalui konsolidasi kelembagaan dan kerangka regulasi yang kuat. Sejak pembentukan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), kebijakan pengembangan telah berjalan secara terstruktur, mengintegrasikan inisiatif dari berbagai sektor (Ashfaq & Wolters, 2018). Kerangka hukum diperkuat secara signifikan melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) 2023 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024), yang memberikan landasan regulasi yang lebih kokoh, tidak hanya untuk perbankan tetapi juga untuk industri keuangan non-bank syariah. Konsolidasi ini menunjukkan bahwa negara telah bergerak dari sekadar pengakuan normatif menjadi implementasi kebijakan yang bersifat mandatory dan terkoordinasi, menegaskan perannya secara multi-fungsi: sebagai Regulator, Fasilitator, Katalisator, dan Akselerator.
Meskipun literatur mengenai ekonomi syariah cukup melimpah sebagian besar berfokus pada analisis parsial seperti kinerja bank syariah atau pengelolaan zakat lokal masih terdapat gap penelitian yang signifikan. Kajian yang mengintegrasikan peran negara secara holistik, mencakup dimensi normatif, filosofis keadilan, dan evaluasi empiris lintas pilar (keuangan komersial, sosial, dan lingkungan/hijau) masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi krusial untuk mengisi kekosongan literatur tersebut.
B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif–analitis dengan orientasi normatif dan filosofis untuk memahami peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui penguatan ekonomi syariah di Indonesia (Matta, 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, regulasi, dan nilai-nilai ekonomi Islam yang membutuhkan interpretasi mendalam terhadap teks, kebijakan, dan teori keadilan sosial (Inayat, 2025).
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan menghimpun data dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UU PPSK 2023, fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia), serta dokumen resmi dari OJK, Bank Indonesia, BAZNAS, BWI, dan KNEKS. Data empiris mencakup laporan kinerja sektor keuangan syariah hingga Triwulan I 2025, termasuk laporan Green Sukuk Allocation and Impact Report Kemenkeu.
Data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), analisis tematik (thematic analysis), serta analisis kebijakan (policy analysis) untuk menilai efektivitas dan konsistensi kebijakan negara, diperkaya dengan membandingkan praktik kebijakan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dari pemikiran Al-Fārābī, Ibn Khaldun, dan John Rawls.
C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Negara dalam Penguatan Ekonomi Syariah 
1.1. Peran Regulator, Fasilitator, dan Landasan Normatif
Peran negara sebagai Regulator merupakan salah satu elemen vital dalam menciptakan kerangka hukum yang memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Syarif, 2019). Negara, melalui lembaga-lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan KNEKS, memiliki kewajiban untuk merumuskan dan mengawasi regulasi yang mendukung praktik-praktik ekonomi syariah yang adil dan transparan. Sebagai contoh, UU PPSK (2023) memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penguatan sektor keuangan syariah, memungkinkan negara untuk memfasilitasi pengawasan yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk pembiayaan berbasis syariah dan produk-produk keuangan lainnya (Hasanah & Noor Sayuti, 2024). Hal ini penting untuk menciptakan stabilitas dan perlindungan konsumen, yang sesuai dengan prinsip maqāṣid al-sharī‘ah dalam menjaga harta dan jiwa.
Salah satu ayat yang menguatkan peran negara sebagai regulator tercermin dalam QS. An-Nisā’: 59, yang menyatakan:
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡ
"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." Ayat ini memberikan legitimasi bagi negara untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk memastikan bahwa ekonomi berjalan dalam bingkai moral dan hukum Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).
Selain itu, negara juga berperan sebagai Fasilitator, yaitu dengan menyediakan infrastruktur dan akses yang memadai untuk memperkuat sektor ekonomi syariah (Wibowo, 2025). Pengembangan sistem pembayaran syariah oleh Bank Indonesia dan dorongan terhadap layanan fintech syariah menjadi contoh nyata. Dalam hal ini, negara berperan penting dalam menciptakan ekosistem yang memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah (Tahiri Jouti, 2019). Hal ini selaras dengan hadits Nabi SAW: "Allah mencintai hamba yang bekerja dan berusaha dengan baik" (HR. Thabrani). Melalui prinsip ini, negara menunjukkan tanggung jawabnya dalam mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan inovatif, baik dalam sektor perbankan syariah, maupun sektor ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).
1.2. Peran Katalisator, Akselerator, dan Kinerja Makro
Sebagai Katalisator, negara memiliki peran untuk mendorong inovasi dalam sektor ekonomi syariah, termasuk melalui instrumen seperti Green Sukuk dan fintech yang sesuai dengan prinsip syariah (Septiana & Dewi, 2022). Negara bertindak untuk memastikan bahwa sektor keuangan syariah tidak hanya berkembang, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan berkelanjutan dan transisi energi. Green Sukuk, sebagai salah satu instrumen yang dirancang untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, menjadi contoh penting dari peran katalisator negara (Septiana & Dewi, 2022). Namun, tantangan besar yang harus dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa dana yang terkumpul benar-benar dialokasikan untuk proyek-proyek yang sejalan dengan tujuan keberlanjutan lingkungan, seperti energi terbarukan, yang sesuai dengan prinsip ḥifẓ al-bī'ah dalam maqāṣid al-sharī‘ah.
Sebagai Akselerator, negara mempercepat proses integrasi ekonomi syariah ke dalam sistem ekonomi nasional. KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) memainkan peran penting dalam memfasilitasi dan mengkoordinasi berbagai lembaga untuk mempercepat adopsi ekonomi syariah di Indonesia. Kolaborasi antara berbagai lembaga ini mencerminkan perintah Allah dalam QS. Al-Ḥajj: 41, yang mengingatkan para pemimpin untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat, serta memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar. Prinsip ini berfungsi sebagai dorongan moral dan sosial bagi negara untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menguntungkan, tetapi juga adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Kinerja makro industri perbankan syariah Indonesia pada 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil, yang tercermin dalam total aset yang mencapai Rp980,295 miliar dan pembiayaan syariah yang disalurkan sebesar Rp643,546 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan 9,88% YoY dan 9,92% YoY, masing-masing (BSI, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perbankan syariah berfungsi secara efektif dalam menyalurkan dana ke sektor riil, yang menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan pembiayaan yang lebih cepat daripada pertumbuhan aset ini menandakan bahwa sektor keuangan syariah memiliki daya ungkit yang signifikan dalam memajukan sektor riil, meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan, serta menciptakan lapangan kerja baru (Setiawan et al., 2024).
Dengan demikian, negara tidak hanya bertindak sebagai Regulator dan Fasilitator, tetapi juga sebagai Katalisator dan Akselerator yang memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil akan memacu perkembangan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata pada kesejahteraan sosial masyarakat.
2. Pilar I: Pembiayaan UMKM Syariah
Penguatan ekonomi syariah memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap sektor riil, khususnya melalui pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pembiayaan syariah, yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil (musyārakah atau mudhārabah), merupakan model yang sangat relevan untuk mendukung sektor ini, mengingat ia menghindari riba dan memberikan solusi yang lebih adil bagi kedua belah pihak bank syariah dan nasabah (Lesmana et al., 2024). Hal ini menjadi alternatif penting dibandingkan dengan model utang konvensional yang sering kali membebani UMKM dengan bunga tetap yang tinggi.
Pembiayaan berbasis syariah memastikan bahwa risiko bisnis tidak sepenuhnya ditanggung oleh salah satu pihak, tetapi dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kapasitas masing-masing. Model ini memfasilitasi penciptaan nilai tambah riil bagi UMKM, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap perkembangan sektor riil secara lebih luas, yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
2.1. Mekanisme Pembiayaan Berbasis Kemitraan
Model pembiayaan berbasis kemitraan ini secara intrinsik mendorong terciptanya nilai tambah riil, berbeda dengan model utang konvensional yang berfokus pada pemberian bunga tetap. Dalam pembiayaan syariah, risiko dibagi antara kedua belah pihak, yaitu antara bank dan UMKM. Dengan prinsip bagi hasil ini, beban finansial yang biasanya ditanggung oleh UMKM dapat berkurang secara signifikan. Dalam model ini, pembiayaan lebih bersifat fleksibel, dan keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh keberuntungan finansial semata, tetapi juga oleh kinerja dan usaha bersama antara bank dan nasabah (Lesmana et al., 2024).
Pembiayaan berbasis kemitraan ini mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan, jauh dari aktivitas yang spekulatif. Dengan berbagi risiko, model ini mengurangi potensi ketidakpastian yang dapat mengancam keberlanjutan usaha. Seperti yang ditegaskan dalam QS. Al-Mā’idah: 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa..." Prinsip kerja sama dalam kebajikan ini sejalan dengan nilai-nilai dalam ekonomi syariah, yang menekankan pada keadilan dan saling menguntungkan, serta menghindari praktik eksploitasi yang merugikan salah satu pihak.
Oleh karena itu, model kemitraan ini sangat mendukung terciptanya hubungan yang lebih adil antara bank syariah dan UMKM, yang pada akhirnya mendorong terciptanya kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dalam masyarakat (Dessy Kurnia Mulyani, pitri yulianti, 2024). Sebagai tambahan, model kemitraan ini sangat relevan dalam konteks pendekatan berbasis nilai yang terdapat dalam ajaran Islam, yang tidak hanya melihat pada keuntungan materi, tetapi juga pada aspek kemanusiaan dan keberlanjutan sosial.
2.2. Dampak Empiris pada Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan
Kontribusi yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui prinsip Ḥifẓ al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Ḥifẓ al-Māl (perlindungan harta). Pembiayaan UMKM syariah secara langsung berkontribusi terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru, terutama dalam sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, seperti perdagangan, jasa, dan industri kecil (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).
Selain itu, peningkatan pembiayaan UMKM berbasis kemitraan ini memiliki dampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Banyak pelaku UMKM yang sebelumnya sulit mengakses modal melalui jalur konvensional kini dapat memperoleh pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang lebih adil dan lebih terjangkau (Sari et al., 2025). Model ini memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang berada pada lapisan ekonomi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, bank syariah berperan sebagai agen pemberdayaan ekonomi yang tidak hanya melihat keuntungan finansial, tetapi juga dampak sosial yang lebih luas.
Peningkatan kesejahteraan ini juga terkait dengan penguatan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana distribusi kekayaan lebih merata dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Pembiayaan UMKM berbasis syariah ini dengan demikian menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial yang ada.
3. Pilar II: Kebijakan untuk Optimalisasi ZISWAF Produktif
Instrumen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) merupakan pilar penting dalam redistribusi kekayaan yang secara normatif bertujuan untuk mencapai maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam aspek keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Ash-Shiddiqy et al., 2025). Prinsip distribusi yang tercermin dalam ZISWAF, yang mengutamakan pemerataan kekayaan, sangat sejalan dengan prinsip Difference Principle dari John Rawls, yang mengharuskan ketimpangan dalam masyarakat hanya diperbolehkan jika ia menguntungkan kelompok yang paling kurang beruntung (mustaḍ‘afīn) (Shabnam, 2025). Hal ini tercermin dengan jelas dalam QS. Al-Ḥasyr ayat 7:
كَيۡ لَا يَكُونَ دُولَةَۢ بَيۡنَ ٱلۡأَغۡنِيَآءِ مِنكُمۡ
"Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. ZISWAF, sebagai instrumen redistribusi, berperan dalam menciptakan kesejahteraan bagi kelompok yang kurang mampu, serta meminimalisir kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada.
3.1. Fungsi Ganda ZISWAF dan Peran Kelembagaan
ZISWAF memiliki dua fungsi utama yang saling melengkapi dalam mendorong pemerataan ekonomi:
1. Zakat berfungsi sebagai redistribusi kekayaan langsung dari orang kaya kepada yang membutuhkan, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Sebagai instrumen sosial, zakat juga berfungsi sebagai penyaring ekonomi, dengan memastikan bahwa harta yang beredar tidak terkonsentrasi pada sekelompok kecil individu saja (Ash-Shiddiqy et al., 2025).
2. Wakaf Produktif berfungsi untuk menciptakan aset sosial-ekonomi berkelanjutan yang memberikan manfaat jangka panjang. Berbeda dengan zakat, wakaf tidak hanya mendistribusikan kekayaan secara langsung, tetapi juga membangun infrastruktur sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang, seperti pembangunan klinik, sekolah, pusat bisnis, dan infrastruktur lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Ash-Shiddiqy et al., 2025).
Untuk memastikan keberhasilan optimalisasi ZISWAF, peran lembaga pengelola sangat krusial. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) memainkan peran sebagai akselerator dalam pengelolaan dana zakat dan wakaf. Profesionalisme Amil (pengelola zakat) dan Nazir (pengelola wakaf) dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran menjadi kunci keberhasilan. Misalnya, pembiayaan mikro syariah berbasis zakat dapat menghidupkan ekonomi mikro di tingkat lokal, sementara pembangunan aset wakaf produktif seperti puskesmas, sekolah, dan pusat pelatihan keterampilan akan memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat (Shabnam, 2025). Keberhasilan ini harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZISWAF, yang harus memastikan dana yang dihimpun benar-benar digunakan untuk program pemberdayaan yang efektif.
3.2. Kritik Kritis dan Integrasi Fiskal
Meskipun potensi wakaf tunai mencapai Rp180 triliun per tahun (Anggraini et al., 2024), pemanfaatannya hingga saat ini masih belum optimal. Beberapa masalah utama yang menjadi hambatan adalah:
1. Regulasi yang belum memadai, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wakaf produktif. Tidak ada kerangka hukum yang cukup jelas yang mengatur insentif pajak atau dukungan kebijakan lainnya untuk mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya bagi wāqif (pemberi wakaf).
2. Masalah pengelolaan dan literasi. Meskipun potensi dana wakaf sangat besar, namun kurangnya pemahaman dan pengelolaan yang profesional terhadap wakaf produktif menjadi hambatan besar. Masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil, sering kali kurang memahami manfaat dan potensi wakaf produktif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka.
Penelitian ini menekankan perlunya integrasi wakaf dengan kebijakan fiskal negara, di mana wakaf produktif dapat berfungsi sebagai pelengkap mekanisme pajak yang lebih adil dan efisien. Dengan adanya insentif pajak yang jelas bagi wāqif, maka partisipasi masyarakat dalam redistribusi kekayaan melalui wakaf dapat meningkat secara signifikan. Negara perlu menyediakan kerangka fiskal yang mendukung dan mendorong individu serta badan hukum untuk berpartisipasi dalam wakaf secara lebih aktif.
Beberapa negara, seperti Malaysia dan Turki, telah berhasil mengintegrasikan kebijakan fiskal dengan pengelolaan wakaf produktif, dengan memberikan insentif pajak bagi orang yang berpartisipasi dalam wakaf, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan sosial-ekonomi berbasis wakaf (Alfian et al., 2025). Oleh karena itu, Indonesia perlu meniru praktik-praktik sukses ini untuk mengoptimalkan pemanfaatan wakaf, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meringankan beban negara dalam penyediaan layanan publik.
Selain itu, integrasi ZISWAF produktif dengan kebijakan fiskal juga dapat mengurangi ketergantungan negara pada utang dan pajak umum, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan fiskal negara dan memastikan ketersediaan sumber daya untuk program-program sosial yang lebih berkelanjutan.
4. Pilar III: Keuangan Berkelanjutan (Green Finance) dan Analisis Kritis Green Sukuk
Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai pemimpin global dalam Green/Ethical Finance, melalui penerbitan Sovereign Green Sukuk pertama kali pada tahun 2018. Penerbitan Green Sukuk ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, sekaligus memberikan solusi pembiayaan yang inovatif bagi proyek-proyek ramah lingkungan. Namun, meskipun Green Sukuk menunjukkan potensi besar dalam mendukung pembiayaan proyek berkelanjutan, terdapat beberapa tantangan dan kritik terhadap implementasi dan alokasi dana yang belum sepenuhnya mencerminkan tujuan utamanya (Septiana & Dewi, 2022).
4.1. Kegagalan Ḥifẓ al-Bī’ah dan Tantangan Profil Risiko
Meskipun Green Sukuk secara normatif sejalan dengan prinsip Perlindungan Lingkungan (Ḥifẓ al-Bī’ah), yang menjadi salah satu tujuan utama dalam maqāṣid al-sharī‘ah, analisis terhadap implementasi alokasi dana menunjukkan adanya kontradiksi signifikan. Secara eksplisit, prospectus dari penerbitan Green Sukuk sering mencantumkan sektor energi terbarukan dan efisiensi energi sebagai sektor utama yang akan mendapatkan alokasi dana (Khanifa et al., 2024). Alokasi dana lebih banyak disalurkan untuk proyek infrastruktur berkelanjutan yang lebih aman dan mudah dilaksanakan, seperti manajemen air dan infrastruktur hijau lainnya.
Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara tujuan ideal dari Green Sukuk dan realitas implementasinya. Salah satu alasan utama yang mendasari ketidaksesuaian ini adalah profil risiko yang lebih tinggi dari proyek-proyek energi terbarukan. Sektor energi terbarukan seringkali membutuhkan teknologi baru yang canggih dan memiliki risiko finansial yang lebih besar, serta memerlukan waktu lebih lama untuk memberikan hasil yang diinginkan dalam hal pengembalian dana (Septiana & Dewi, 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara yang berperan sebagai Katalisator dalam mendorong investasi untuk keberlanjutan.
Negara tidak mau mengambil risiko finansial demi mewujudkan tujuan maqāṣid al-sharī‘ah terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan menunjukkan adanya kelemahan dalam komitmen implementasi kebijakan. Meskipun Green Sukuk memberikan peluang besar untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, namun realisasi alokasi dana yang lebih aman dan minim risiko sering kali mengorbankan tujuan jangka panjang terkait perubahan iklim dan energi terbarukan (Khanifa et al., 2024).
Kritik terhadap kebijakan ini semakin menguat apabila kita mengacu pada mandat Al-Qur'an dalam QS. Al-A‘rāf ayat 56:
وَلَا تُفۡسِدُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَٰحِهَا
"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki."
Ayat ini memberikan perintah kepada umat manusia, khususnya kepada negara, untuk menjaga kelestarian bumi dan lingkungan hidup. Kebijakan fiskal yang diambil oleh negara, dalam hal ini penerbitan Green Sukuk, seharusnya benar-benar mendukung pencapaian keberlanjutan lingkungan, dan tidak hanya terfokus pada proyek-proyek yang lebih mudah dilaksanakan dan lebih sedikit risikonya.
4.2. Relevansi dengan Maqāṣid al-Sharī‘ah
Penerbitan Green Sukuk dan alokasi dana untuk proyek-proyek ramah lingkungan seharusnya mengutamakan prinsip Ḥifẓ al-Bī’ah (perlindungan lingkungan) sebagai salah satu dari maqāṣid al-sharī‘ah yang penting. Maqāṣid al-sharī‘ah, yang mencakup tujuan-tujuan mendasar dalam ekonomi Islam, menekankan pada kemaslahatan umat manusia dan kelestarian bumi (Ahmad et al., 2024). Dalam hal ini, negara harus mampu mengarahkan dana yang terkumpul melalui Green Sukuk untuk proyek energi terbarukan yang lebih berisiko tetapi memiliki dampak positif jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat secara luas.
Keengganan untuk mengalihkan dana ke proyek-proyek energi terbarukan yang lebih berisiko tidak hanya merugikan tujuan keberlanjutan lingkungan, tetapi juga menunjukkan kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam maqāṣid al-sharī‘ah. Oleh karena itu, negara perlu mengkaji ulang kebijakan alokasi dana Green Sukuk untuk memastikan bahwa komitmen terhadap keberlanjutan tidak terabaikan demi keuntungan jangka pendek.
5. Analisis Filsafat Keadilan Sosial dan Tata Kelola Maqāṣid
5.1. Aplikasi Filsafat Keadilan Klasik dalam Kebijakan
Peran negara dalam ekonomi syariah tidak hanya memiliki dasar hukum, tetapi juga landasan filosofis yang kuat yang mengarah pada tujuan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, terdapat dua filsuf besar yang memberikan pandangan yang relevan dengan kebijakan negara dalam ekonomi syariah:
a.  Al-Fārābī dan al-Madīnah al-Fāḍilah:
Dalam pandangannya, negara harus bertindak sebagai "pengarah kebajikan," yaitu negara tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan, tetapi juga harus memastikan bahwa kebijakan ekonomi mengarah pada kemaslahatan umum bagi seluruh warganya. Al-Fārābī menekankan pentingnya negara dalam menciptakan sistem sosial yang adil dan harmonis, di mana distribusi kekayaan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kebahagiaan bersama. Negara sebagai regulator ekonomi syariah bertugas memastikan bahwa seluruh kebijakan ekonomi mendukung kemaslahatan bersama, sesuai dengan prinsip syariah yang mendasari ekonomi Islam. Ini sejalan dengan fungsi negara dalam mengatur distribusi kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam memastikan kebijakan yang diambil bukan hanya bermanfaat bagi segelintir orang, tetapi untuk semua lapisan masyarakat (Amirullah et al., 2025).   
b.  Ibn Khaldun dan ‘Aṣabiyyah:
Ibn Khaldun dalam karya utamanya Muqaddimah menekankan pentingnya konsep ‘aṣabiyyah atau solidaritas sosial dalam mempertahankan kestabilan dan kesejahteraan suatu masyarakat. Menurutnya, negara wajib memberikan perlindungan ekonomi kepada kelompok-kelompok yang rentan dalam masyarakat untuk mencegah erosi solidaritas sosial yang dapat menyebabkan keruntuhan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ekonomi syariah, kebijakan negara harus mendukung penguatan solidaritas sosial melalui instrumen-instrumen seperti pembiayaan UMKM dan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf) yang berfungsi untuk redistribusi kekayaan. Penerapan kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi yang dapat merusak kohesi sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan negara dalam ekonomi syariah harus konsisten dan berkelanjutan dalam mencegah ketimpangan yang berpotensi melemahkan solidaritas sosial yang menjadi fondasi keberlangsungan kehidupan bersama (Nurkaromah et al., 2025).

5.2. Keadilan Kontemporer dan Difference Principle
Dalam kerangka keadilan sosial kontemporer, ZISWAF produktif dapat dianalisis sebagai mekanisme keadilan korektif yang bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan yang ada di masyarakat (Ash-Shiddiqy et al., 2025). Salah satu teori keadilan yang relevan adalah Difference Principle yang dikemukakan oleh John Rawls. Prinsip ini menyatakan bahwa ketimpangan dalam masyarakat hanya dapat diterima jika ketimpangan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak beruntung (mustaḍ‘afīn). Prinsip ini memberikan justifikasi untuk kebijakan redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan, seperti melalui ZISWAF.
Sejalan dengan prinsip Difference Principle, ZISWAF produktif berfungsi untuk memastikan bahwa kekayaan yang dihimpun dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi juga digunakan untuk memperbaiki kondisi kelompok yang kurang beruntung. Ini sesuai dengan perintah Al-Qur'an dalam QS. Al-Ḥasyr ayat 7: "Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." Dengan demikian, ZISWAF produktif mendukung tujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan merata, yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Pengelolaan yang efektif dari instrumen ini akan mengurangi ketimpangan ekonomi yang dapat memperburuk ketidakadilan sosial dan memberikan manfaat nyata bagi yang paling membutuhkan.
5.3. Jembatan Operasional: Good Governance Business Sharia (GGBS)
Pencapaian tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya dalam hal keadilan sosial dan kesejahteraan, memerlukan tata kelola yang etis dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Salah satu kerangka yang dapat diterapkan untuk memastikan tercapainya maqāṣid adalah prinsip Good Governance Business Sharia (GGBS). Prinsip ini mengharuskan institusi keuangan dan pemerintah untuk mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah dalam semua aspek operasional dan pengambilan keputusan (Djayusman & Ibnu, 2025).
GGBS menekankan pentingnya pengelolaan yang bersih dan berkeadilan, di mana kebijakan dan praktek ekonomi harus memastikan bahwa hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang paling rentan. Kegagalan dalam tata kelola seperti kurangnya transparansi dalam alokasi dana atau inkonsistensi pelaporan dapat secara langsung melemahkan upaya negara dalam mencapai tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu, GGBS sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan fiskal dan keuangan, benar-benar mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan dalam ekonomi syariah.
6. Faktor Pendukung dan Penghambat Kritis
Penguatan ekonomi syariah di Indonesia memiliki sejumlah faktor pendukung dan penghambat kritis yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan implementasinya. Faktor-faktor ini tidak hanya berkaitan dengan kebijakan dan regulasi yang ada, tetapi juga dengan kapasitas dan kesadaran masyarakat serta efektivitas implementasi kebijakan negara (Septiana & Dewi, 2022).
a. Faktor Pendukung Utama
1) Regulasi yang Kuat (UU PPSK 2023):
Salah satu faktor pendukung yang signifikan dalam penguatan ekonomi syariah adalah keberadaan regulasi yang kokoh dan jelas. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) 2023 menjadi landasan hukum yang sangat penting untuk memperkuat sektor keuangan syariah. UU ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia, mulai dari perbankan syariah hingga lembaga-lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah. Regulasi ini memastikan bahwa industri keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat mendukung keberlanjutan ekonomi yang lebih adil dan inklusif.
2) Political Will Pemerintah melalui KNEKS:
KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan kebijakan dan inisiatif yang mendukung penguatan ekonomi syariah. Political will yang kuat dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting untuk mendorong perubahan dan inovasi dalam ekonomi syariah. Pemerintah melalui KNEKS telah menunjukkan komitmen untuk mengintegrasikan ekonomi syariah ke dalam arsitektur ekonomi nasional dengan merumuskan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pengembangan wakaf produktif dan pembiayaan UMKM berbasis syariah. Ini membantu mengoptimalkan potensi sektor-sektor ekonomi yang sebelumnya kurang terjamah oleh sistem ekonomi konvensional.
b. Penghambat Kritis
1) Hambatan Regulasi Fiskal Wakaf
Meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi, hambatan terbesar dalam implementasinya adalah masalah regulasi fiskal wakaf yang belum memadai. Saat ini, regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf produktif masih terbilang lemah dan belum sepenuhnya mendukung optimalisasi wakaf sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif.
Alfian et al., (2025) menyoroti bahwa kurangnya insentif fiskal, seperti pengurangan pajak bagi wāqif (pemberi wakaf), menghambat partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Hal ini menyebabkan dana wakaf yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur ekonomi, belum maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi regulasi fiskal yang mengatur insentif bagi wāqif agar mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam wakaf produktif, mirip dengan kebijakan yang diterapkan di negara-negara lain seperti Malaysia dan Turki yang telah berhasil mengintegrasikan insentif pajak untuk wakaf produktif.
2) Inkonsistensi Implementasi Green Sukuk
Green Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang seharusnya berfokus pada pembiayaan proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) (Khanifa et al., 2024). Meskipun Indonesia telah berhasil menerbitkan Sovereign Green Sukuk sebagai langkah penting menuju keuangan berkelanjutan, implementasi alokasi dana Green Sukuk masih menghadapi beberapa masalah.
Analisis kritis menunjukkan inkonsistensi dalam penyaluran dana, terutama terkait dengan proyek energi terbarukan yang seharusnya menjadi salah satu prioritas utama. Banyak dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek infrastruktur berkelanjutan yang relatif lebih aman dan mudah dilaksanakan, seperti manajemen air, sementara proyek-proyek energi terbarukan yang lebih berisiko belum mendapatkan alokasi yang memadai (Alcorta et al., 2024). Keengganan negara untuk mengambil risiko dalam mendanai proyek energi terbarukan menunjukkan ketidakmampuan untuk secara penuh memenuhi tujuan maqāṣid al-sharī‘ah dalam pelestarian lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa dana Green Sukuk benar-benar diarahkan pada proyek-proyek yang dapat memberikan dampak positif jangka panjang terhadap keberlanjutan lingkungan.
3) Kualitas Literasi Keuangan Syariah
Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah adalah kualitas literasi keuangan syariah yang masih relatif rendah di kalangan sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun sektor keuangan syariah telah berkembang pesat, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami produk-produk keuangan syariah, seperti pembiayaan UMKM syariah, sukuk, dan wakaf produktif (Rahmatia et al., 2022).
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), telah melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan, literasi keuangan syariah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional (Muninggar et al., 2025). Hal ini menunjukkan perlunya program edukasi dan penyuluhan yang lebih intensif kepada masyarakat agar mereka dapat lebih memahami manfaat dan potensi ekonomi syariah. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat dalam berbagai instrumen keuangan syariah, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, penguatan ekonomi syariah di Indonesia membutuhkan perhatian terhadap beberapa faktor pendukung dan penghambat. Keberadaan regulasi yang kuat, komitmen pemerintah, dan pengembangan instrumen-instrumen keuangan syariah yang tepat dapat menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Namun, hambatan seperti regulasi fiskal yang lemah untuk wakaf, inkonsistensi dalam implementasi Green Sukuk, dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi. Negara perlu mengatasi hambatan ini dengan merumuskan kebijakan yang lebih baik, memperkuat tata kelola fiskal, dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat terhadap ekonomi syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisi ekonomi syariah sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
7. Model Konseptual Kesejahteraan Berbasis Maqāṣid
Model konseptual peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan berbasis ekonomi syariah menggambarkan suatu proses yang logis dan fungsional di mana negara berfungsi sebagai Regulator, Fasilitator, Katalisator, dan Akselerator yang memperkuat tiga pilar instrumen utama dalam ekonomi syariah: UMKM, ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf), dan Green Finance. Melalui integrasi ketiga instrumen ini, negara berupaya untuk:
1. Memperluas sektor riil dengan mendorong UMKM untuk berkembang, yang pada gilirannya akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan memperkuat basis ekonomi lokal (Setiawan et al., 2024).
2. Mewujudkan pemerataan distribusi kekayaan dengan memanfaatkan instrumen ZISWAF, yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin dan rentan (Alfian et al., 2025).
3. Mendorong keberlanjutan lingkungan melalui Green Finance, yang mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, terutama dalam transisi energi dan pembangunan infrastruktur hijau yang lebih berkelanjutan (Septiana & Dewi, 2022).
Dengan demikian, model ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan sosial menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi. Setiap pilar memiliki fungsi yang saling mendukung, di mana penguatan satu pilar akan berdampak positif pada penguatan pilar lainnya.
Peran Negara: Regulator, Fasilitator, Katalisator, dan Akselerator
· Regulator: Negara bertugas untuk menetapkan kebijakan dan peraturan yang mendukung ekonomi syariah, seperti melalui UU PPSK 2023, yang memberikan landasan hukum bagi sektor keuangan syariah.
· Fasilitator: Negara menyediakan infrastruktur dan kemudahan akses untuk UMKM, serta memperkuat kerangka hukum yang memungkinkan ZISWAF dan Green Finance berkembang lebih efektif.
· Katalisator: Negara mendorong inovasi dalam pembiayaan UMKM syariah, serta mengoptimalkan peran Green Sukuk dan wakaf produktif sebagai sumber daya untuk sektor berkelanjutan.
· Akselerator: Negara mempercepat integrasi dan ekspansi ekonomi syariah dengan mendukung kebijakan yang berfokus pada pengembangan sektor riil dan keberlanjutan lingkungan, seperti KNEKS yang memainkan peran penting dalam koordinasi antar lembaga.
M-BWI (Indeks Kesejahteraan Berbasis Maqāṣid)
Untuk mengukur keberhasilan intervensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan yang berbasis pada maqāṣid al-sharī‘ah, digunakanlah Indeks Kesejahteraan Berbasis Maqāṣid (M-BWI) (Suliswanto et al., 2025). Indeks ini merupakan alat ukur yang menilai dampak kebijakan ekonomi syariah terhadap kesejahteraan sosial, dengan merujuk pada tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, yaitu untuk menjaga agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal. Efektivitas intervensi negara divalidasi dengan melihat pencapaian kesejahteraan di berbagai provinsi.
Temuan empiris yang dihasilkan dari M-BWI menunjukkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia telah mencapai tingkat kesejahteraan berbasis maqāṣid yang tinggi. Provinsi-provinsi yang tercatat memiliki pencapaian tinggi antara lain: Aceh, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo dan Sulawesi Barat (Suliswanto et al., 2025). Hal ini membuktikan bahwa kebijakan policy tailoring yaitu penyesuaian kebijakan lokal dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi spesifik di tiap daerah yang didukung oleh kerangka kebijakan pusat dari KNEKS, dapat secara efektif mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Penyesuaian kebijakan berdasarkan konteks lokal memastikan bahwa ekonomi syariah dapat diterima dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan ekonomi setempat.
Pengaruh Sinergi Tiga Pilar dalam Mencapai Kesejahteraan
Sinergi antara tiga pilar utama (UMKM, ZISWAF, dan Green Finance) menciptakan siklus penguatan yang saling mendukung. Misalnya:
· Pembiayaan UMKM syariah yang didorong oleh negara akan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam ZISWAF (misalnya, sebagai wāqif yang memberikan wakaf atau membayar zakat) (Setiawan et al., 2024).
· ZISWAF yang dikelola dengan efektif dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, serta menyediakan modal sosial yang dapat digunakan untuk pengembangan proyek-proyek Green Finance, yang mendukung keberlanjutan lingkungan (Ash-Shiddiqy et al., 2025).
· Green Finance dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi dampak negatif perubahan iklim, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas (Khanifa et al., 2024).
Sinergi ini memungkinkan tercapainya tujuan bersama yaitu keberlanjutan sosial, keadilan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, yang tidak hanya berpihak pada kelompok tertentu, tetapi mencakup seluruh lapisan masyarakat
D. KESIMPULAN
Penelitian ini secara komprehensif menegaskan bahwa negara memegang peran strategis dan multi-dimensi dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi melalui penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Peran ini berakar kuat pada mandat filosofis keadilan sosial dan dioperasionalkan melalui kerangka GGBS untuk mencapai tujuan maqāṣid al-sharī‘ah, dengan landasan normatif yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis.
Meskipun sinergi kebijakan telah mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah (pembiayaan tumbuh 9,92% YoY), terdapat dua tantangan implementasi yang memerlukan perhatian kritis: (1) Potensi wakaf produktif (Rp180 triliun/tahun) belum terintegrasi dalam kerangka kebijakan fiskal yang memberikan insentif pajak ; dan (2) Inkonsistensi alokasi dana Green Sukuk (7.7 miliar) yang tidak spesifik mengarah pada proyek energi terbarukan, sehingga melanggar prinsip Ḥifẓ al-Bī’ah.
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